[SALINAN |

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 46 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 dan
Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor
19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran
2013 dan Pasal 55 Peraturan Bupati Purworejo Nomor
57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun Anggaran 2013, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53
Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
Anggaran 2013;

b. bahwa dengan terjadinya keadaan darurat akibat
kebakaran Pasar Baledono memerlukan pendanaan
dengan melakukan pergeseran anggaran dari Belanja
Tidak Terduga ke Belanja Satuan Kerja Perangkat
Daerah berkenaan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 57 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran
2013, dan Pasal 9 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Tidak
Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo, pergeseran anggaran
untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf b,
dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati
tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatag dan
Belanja Daerah dan memberitahukan kepada Pimpinan
DPRD serta ditampung dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Angaran 2013;



Mengingat :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo
Nomor 53 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun Angaran 2013;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 200S tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2010 Nomor 3);



31.

32.

33.

34.

35.

36.

Menetapkan :

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-
2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2011 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012
Nomor 18);

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2012
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah)
Kabupaten Purworejo Tahun 2013 (Berita Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 18);
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 53 Tahun 2012
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013
(Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011
Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 53
Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2013 Nomor 22);

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 57 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
Anggaran 2013 (Berita Dacrah Kabupaten Purworejo
Tahun 2012 Nomor 57);

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2012 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 53
TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 53 Tahun
2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2012 Nomor 53), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 53 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2013 Nomor 22) diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran 2013 terdiri atas :

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 109.487.990.211,-
b. Dana Perimbangan Rp. 875.620.183.982,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 216.222.987.960 .-
Jumlah Pendapatan Rp.1.201.331.162.153,-
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 819.010.786.000,-
2) Belanja Hibah Rp. 12.608.265.000,-
3) Belanja BantuanSosial Rp.  8.695.000.000,-
4) Belanja Bagi Hasil Rp.  3.600.000.000,-
5) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 54.533.717.460,-
6) Belanja Tidak Terduga Rp.  6.909.354.746,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 905.357.123.206,-
b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 40.758.134.650,-
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 147.312.159.869,-
3) Belanja Modal Rp. 187.125.661.075,-
Jumlah Belanja Langsung Rp. 375.195.955.594,-
Jumlah Belanja Rp.1.280.553.078.800,-
Surplus /(Defisit) Rp. (79.221.916.647,-)
3. Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp. 85.684.916.647,-
b. Pengeluaran Rp.  6.463.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 79.221.916.647,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
tahun berkenaan (SiLPA) Rp. 0,-

2. Lampiran [ diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum datam
Lampiran [ Peraturan Bupati ini.

3. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il Peraturan Bupati ini.



Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 21 Agustus 2013
BUPATI PURWOREJO,
Ttd.
MAHSUN ZAIN
Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 21 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 46 SERI A NOMOR 4



LAMPIRAN I :
NOMOR
TENTANG

PERATURAN BUPATI PURWOREIO
1 46 TAHUN 2013

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG
PENJABARAN APBD KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN ANGGARAN

2013

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013
URAIAN JUMLAH
2 3
1 PENDAPATAN 1.201.331,162.153,00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 109.487.990.211,00
) S B ¢ Pendapatan Pajak Daerah 29,039.915.000,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 14,628.619.211,00
1.1.3 Hasll Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.928.400.000,00
1.1.4 Lain-ain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 61.891.056.000,00
1.2 DANA PERIMBANGAN 875.620.183.982,00
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagl Hasil Bukan Pajak 28,392.484,982,00
) R T ) Dana Alokasi Umum 793.904.679.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus §3.323.020.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 216,222.987.960,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajek dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 38.007.363.960,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 155.803.538.000,00
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 22.412,086.000,00
2 BELANJA 1.280.553.078,800,00
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 905.357.123.206,00
vi B | Belanja Pegawai 819.010.786.000,00
2.1.4 Belanfa Hibah 12.608.265.000,00
2158 Belanja Bantuan Sosial 8.695.000.000,00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil 3.600.000.000,00
r SR vy Belanja Bantuan Keuangan 54.533.717.460,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 6.909,354.746,00
2.2 BELANJA LANGSUNG 375.195.955.594,00
2.2.1 Belanja Pegawai 40.758.134.650,00
r M 5% | Belanja Barang dan Jasa 147.312.159.869,00
2.2.3 Belanja Modal 187.125.661.075,00
SURPLUS / (DEFISIT) (79.221.916,647,00)

3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 85.684.916.647,00
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 85.684.916.647,00
3.1.7 Penerimaan Dana Bergulir 0,00
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 6.463.000.000,00
35241 Pembentukan Dana Cadangan 2.000.000.000,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4.463,000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 79.221.916,647,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

Purworejo, 21 Agusrus 2010
BUPATI PURWOREJO,

Tud.

MAHSUN ZAIN



LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 46 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG
PENJABARAN APBD KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
PERUBAHAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan £118  Urusan Wajb Kesatuan Bangsa dan Politk Dalam Negen
Organisas| + 11801 KANTOR KESBANG POLITIK DAN LINMAS
KODE REXENING URALN JUMLAH PENJELASAN
1 2 3 4
119.1.19.01.00.005 BELANIA 3469.207.000.00
1.19.1.19.01.00.005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.787.901.000.00
1.19.1.10.0101.0152 BELANJA LANGSUNG 1.681.906.000.00
1.19.1.19.01.01 Program Pelayassn Administrasi Perkantoran 50.452.000,00
1.19.1.19.0102 Program peninghatan sarana dan prasarana sparatur 40800.000,00
1,19.1.19.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya sparatur 4.700.000,00
1.18.1.18.01.06 Program peainghatan pengembangan sistem pelaporan capalan kinerja dan 7.944,000,00
kauangan
1.18.1.1901.15 Program pasingkatan kesmanan dan kenyamanan lingkungsn 1.177.790,000,00
119119011501 Ponyiapan tenaga hurja pengendal keamanan dan kenyamanan 595.000.000,00 Parsetujum Sekdy
lingkungan No. 900375872013 fgl 13-7-2013
1.19.1.19.011501521 Belanja Pegawal 550.860.000,00
119.0,1901.1501.521.01 Honorarium PNS 12.360.000,00
1.19.1.40.01.1501.52.1.01.03 Uang Sidang 12,360.000,00
1.19.1.1901.1501 52.1.01.06 Uang saky 0]
119119011501 52.1.02 Honorarium Non PNS £38.500.000,00
1,19.1.19.01,1501.521.02.03 Uang saky 538.500.000,00
119.4.1901.1501522 Belanja Barang dan Jasz 44,140.000,00
1.19.1.1901.150152200 Betanja Bahay Pakai Habis 3.385,600,00
1.19.1.13.01.15.0152201.01 Befanja alat tufs kantor 3.385.600,00
1.19.1.19.01,150152205 Beéanja Porawatan Kendaraan Bermolor 14,850.000,00
1.19.1.19.01.15.01 522054 Belanja Bahan Bakar Misyak/Gas dan pelumas 14.850.000,00
1.18.1.19.01.15.01 5.2206 Betanja Catak dan Penggandaan 1.184.400,00
1.15.1.19.01.15,01 5.2.2.06.02 Belanya Penggandasn 1.184.400.00
1.19.1.19.01.15.01 52211 Belanja Makanan dan Minuman 2472000000
1.19.1.19.01.150152211.02 Belanja makanan dan minuman rapat 20720.000,00
1.19.1.1901.97 Program pengombangan wawasan kebangsaan 208.926.000,00
1.19.1.1001.20 Program peningkstan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) £0000.000,00
1.19.1.1901.24 Program pendidikan politik masyarakat 121.254.000,00

{3.469.807.000,00)




PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
PERUBAHAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013
120 UwWﬂbwm,mmUmm.mmnw.mmwm,m
Persandian
Organisasi . 12005 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Uniit Organisasi - 1200502 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN
1 2 1 4
1.01.1.01.01.00004 PENDAPATAN 1.086.269.977 42,00
1.01.1.01.0100.004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 6426 806.000.00
1.01.1.01.01.00004.2 DANA PERIMBANGAN 875620.183962,00
1.01.1.01.01.000042 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 296.222.987 560,00
1.20.1.20.05.00.00.5 BELANJA 90.968012.205.00
1.20.1.20.0500,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9).568.012.206.00
1.201.2006.00.005.1 4 Balanja Hibah 12,606.265.000,00
1.20.1.20.05.0000515 Belanja Bantuan Sosial 8.625.000.000,00
1.20.1.20.0500005.16 Belanja Bagl Hasll 3,600.000.000,00
1.20.1.20.0500.005.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 54533717.460.00
1.20.0.2006.00.005.1.7.09 Belanjs Bantuan Kevangan kepada Desa (a) 26.506.713.986,00
1.201.2006,000051.7.04 Belanja Bantuan Keuangan kopada Desa (b) 26,450.923 244,00
1.20.1.2006.0000.5.1.7.08 Belanja Bantuan Keuangan kapada Desa (Bantuan Pendidikan) 265.000.000,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.7.08 Belanja Bantuan kepada Partai Politik 851.080.230,00
1.20.1.20.05.00.005.18 Belanja Tidak Torduga 1153102974600
1.20.4.20.06.00.005.1 801 Belanjs Tidak Terduga 11.531.023.746,00
1.20.1.20.05.000051.801.01 Belanja Tidzk Terduga £.900.354 746,00 |Pesanganan Yebakaran Pasar Baledond
SURPLUS | DEFISIT 1.007.301 965.736.00

1.20.1.20.06.00006 PEMBIAYAAN DAERAH
1.20.1.20.05.00006.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH £5.684916.647,00
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebekemnya 85.604.916.647.00
1.201.200500.006.1.1.04 S50 pengheratan Belanja atay skibat lanya 85.684.916.647.00
1.201.2006.00006.1.1.04.01 Bolans Pegawal darl Belana Tidak Langeung 22,/00.000.000,00
1.20.1.20.05.00.006.1.1.04.04 Betanja Moddl 26,987.492.000,00
1.20.1.20.0500.00.6.1.1.04. 11 Balanja Tidak Terduga 3,597 424 647,00
1.201.2006.00.006.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 6.463.000.000,00
1.20.1.20.06.00006.2.1 Pembentuian Dana Cadangan 2.000.000.000,00
1.201.20060000622 Penyertaan Modal (lavestasl) Pemerintah Daerah 4,453.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO! 79.221.916.647.00




PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
PERUBAHAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan 1120 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemenintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan
Persandian
Organisasi 1 1.20.19 KECAMATAN PITURUH
KODE REKENING URAAN JUMLAK PENJELASAN
1 2 3 [
1201201900004 TPERDAPATAN 2100.000,00
1.20.1,2019.00.004 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2100.000.00
1201201900005 |BELANJA 3.079.160.000,00
1204201500005 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2500 958.000.00 | Persolyuan PPKD
1.201,20 16,0000 Non Keglatan 2500 958.000.00 [No 00086672013 yl. 27-6-2013
1.201.20.19000051.1 Belanja Pegawal 2900958 000.00
1.20.1,20.18.00.00.51.1.01 Gaj dan Tunjangan 274413300000
1.20.1,20.19.00.005.1.1.01.01 Gl Pokok PNS/Uang Representasi 2000.6%.220.00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 218233470
1,20.1,20.19.00.00.5.4.1.01.03 Tunjaegan Jabitan 90.870.000,00
1.20.1.20.15.0000.5.4.1.01.05 Tenjangan Fungsional Umym 134,665.000,00
1.20.1.20.13.00005.1.101.06 Tunjangan Beras 179.614.000,00
1.20.1,20.19.0000.5.1,1.01.07 Tunjangan PPATungangan Khusus 38,903 641,00
1.20.1.20.19.0000.5.1,1.01.08 Pembulatan Gaji 101.864,00
1.20.1.20.19.00005.4.1.01.09 luran Asuransi Kesehatan 57.458.928,00
1.20.1.2019.00.0051.1.02 Tambehan Penghasian PNS 156.720.000,00
1.20.1.2019.0000.5.1.1.02.05 Tambahan penghasian berdasarkan pertimbangan cbyehsf kinaya 156.720.000,00
1.20.1.20.19.000051.1 06 Ingendf Pemungutan Rovitusi Dacrah 105.000,00
1.20.1.20.19.0000.51.1.06.01 Insentif Pemusgutan Retnbusi Daerah 105.000,00
1.201.20.1901.0152 BELANJA LANGSUNG 178.202.000,00
1.20.1.20.13.01 Program Pelayanan Adménistras! Perkantoran 65.647.000,00
1.20.1.20.19.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 32.000.000,00
1.20.1.20.19.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capsian kinerja dan 2.100000,00
keuangas
1.20.1.20.19.33 Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Faslitas Pemerintahan Desa 0.033.000,00
1201201934 Program Peninghatan Fungsi Pembinaan dan Fasitas! Pembasgunan 21.224.000,00
Wilayah

1.20.1.20.19.35 Program Peninghatan Pembinaan dan Fasilitasi Kemasysrakatan 27.198.000,00

SURPLUS | (DEFISIT) {3.077.060.000,00)|




PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERUBAHAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan + 120 Urusan Wajb Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan
Persandian
Organisasi : 1.2047 KELURAHAN SEMAWUNG DALEMAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAY PENJELASAN
1 2 3 4
1201204700005 [BECANIA 544926000
1.20.1.2047.000051 BELANJA TIDAK LANGSUNG 450.351.000.00
1.201.2047.01.0252 BELANJA LANGSUNG £6.141.600,00
1.20.1.2047.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.139.600,00
1.20.1.2047.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5.101.000,00
1.201.2047.0222 Pomeliharaan rutinberkala gedung kantor 2.101.000,00 | Parsatifun Sercds
1.201.20470222.522 Belanja Barang dan Jasa 2.401.000,00 |No. 200737582013 igh, 17.7-2013
1.201.2047.00.225220 Belarja Pemebharaan 1.621.000,00
1.201.2047.0222522.2003 Betanja Pemeiiharaan Gedung Kanke 1.621.000,00
1.201.2047.022252225 Belanja Jasa Piak Ketiga 480.000,00
1.20.1.2047.02.225222504 Jasa Tenaga Kerja Persoccangan 480.000,00
1.20.1.2047.06 Program peningkatan pengernbangan sistem pelaporan capalan kinerja dan 1,853.000,00
keuangan
1.20.1.2047.36 Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kelurahan 42,048 000,00
SURPLUS | [DEFISIT) {554,492, 600,00)|




PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
PERUBAHAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintzhan 1120 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Urnum, Administras! Kevangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan
Organisasi : 12050 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KODE REXENING URAIAN JUMLAK PENJELASAN
1 2 3 [
1201205000005 Fam 3650001 000.00
1.20.1.2050.00005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3256 480 000.00
1.211.2050.01.0152 BELANJA LANGSUNG 1.363.521.000,00
1.201.20.50.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 132.323000,00
1.20.1.20.50.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 351.625.000,00
1.20.1.20.50.06 Program peningkatan kapaskas sumber daya aparatur 10.000.000,00
1.20.1.20.50.06 Program peaingkatan pengembangan sistem pelaporan capaisn kinerja dan 15.300 000,00
hewngan
11912052 Program pencegahan dinl dan penanggulangan korban bencana alam 874 273.000.00
1194, 20502216 Penanganan Kebakaran Pasar Baledono B80.575.000.00 [Penanganan kedakaran pasar baledono
1.19.1.2050.22165.2.1 Belanja Pegawai 38.400.000,00
1.191.20502216521.02 Honcrarium Non PNS 38.400 000,00
1.19.1.2050.221652.1.0209 Uang saku 38.400.000,00
119.12050.2216522 Belanjs Barang dan Jasa 42.175.000,00
1.19.1.205022.1652201 Belanfa Bahan Paka Hatis 10.475.000,00
1.19.1.205022.1652201.08 Belanja Bahan Bakar Mnyak/Gas 10.175.000,00
1.190.2050221652211 Belarja Makanan dan Minuman 32000.000.00
1.19.1.205022.165.22 11,02 Balanja makaran dan minuman rapat 3200000000

SURPLUS / DEFISIT

{4.650.001,000,00)




PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERUBAHAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013

1206 Urusan Pilhan Perdagangan
+ 20801 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI

URAIAN JUMLAH PENJELASAN
1 2 ] 4

rmm 20,004 PENDAPATAN 1,871,467 000.00
2062060100004 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.971 467.000.00
2.06.206.01.00.00.5 BELANJA 26.253.042.250,00
1206.2.06.01.00.005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9224 £37.000,00
206.2060101.0152 BELANJA LANGSUNG 17.008.505.250,00
2062060101 Program Petayanan Administrasi Perkantoran 220,956 600,00
2.06.206.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 43.000.000,00
2.06.206.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capalan kinerja dan 14.500.000,00

hesamgan
2032060115 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 31.500.000,00
2062060115 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 4435034 650,00
2,03206.01.16 Program pengawasa dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi 22.300000,00

menusak linghuagan
207.206.01.16 Program Pengeembangan Industri Kecil dan Menengah 114.700,000.00
1.15.20601.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetiif Usaha 95.000.000.00

Kecil Menengah
20320601147 Program pembinaan dan pengambingan bidang hetenagafistrikan 2.140.350.000,00
1.15.20601.47 Program Pengembangan Sistem Pendubung Usaha Bagl Usaha Mikro Kecl 125.850,000.00

Wenengah
207.2060.17 Program Paningkatan Kemampuan Teknologi industri 337.100.00000
2,05.2.06.01.18 Program Pesingkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 0.137.114.000,00
206.2.06.01.18.17 Ponataan Pasar Darurat 1.541.100.000,00 |Pesanganan kebakaran Pasar Baledono
206.206.01.18.17522 Belanja Barang dan Jasa 1.541.100.000,00
206.206.0118.1752210 Belanja Sewa Pedengkapan dan Pecalatan Kanr 1,541.100.000.00
206,20601.18.17.5.22.1008 Belanfa sews knda 1.541.100.000,00
208206011818 | Pembangunan Pasar Darurat 3000,000.000,00 |Penanganan kehakaran Pasar Baledoso
2.062.0601.181852.3 Belanja Modal 3,000.000.000,00
206.20601.48.18523.% Belanja Modal Pengadaan KonsinuksiiPembeian Bangunan 3.000.000.000,00
206.206.01.18.18523.26.09 Belanja modal pengadaan bangunan pasar 3000.000.000,00
1.15.206.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 124 500.000.00
203.20601.18 Program Penumbuban Sumber-Sumber Energl Bary Terbarukan 55,500.000,00
207.20601.19 Program Pengembangas sentra-sentra industri potensial 10.800.000,00
2.07 2060120 Program Penurrbuhan Industrl Berbasis Sumber Daya Lokal 100.000.000,00

SURPLUS | (DEFISIT); (24.261 ﬁ&mw’l

Purworejo, 21 Agustus 2013
BUPATI PURWORELIO,

Tud

MAHSUN ZAIN




